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ABSTRAK 

 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau mahluk 
hidup lainnya dan untuk diperdangkan. Konsumen memiliki hak-hak yang wajib 
dpenuhi oleh pelaku usaha. Peredaran pangan yang tidak mencantumkan tanggal 
kadaluwarsa pada kemasannya merupakan salah satu tindak pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha byang berkaitan dengan keterbukaan informasi 
mengenai produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Sehingga konsumen 
membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam transaksi jual beli terutama 
produk pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. 
Penyusun tertarik untuk meneliti perlindungan konsumen terhadap produk pangan 
industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan 
hukum positif, terutama perlindungan konsumen terhadap produk tanpa tanggal 
kadaluwarsa. 

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu 
penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi 
kepustakaan, Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah 
yuridis normatif. 

Hasil dari penelitian ini perlindungan konsumen dalam Islam berkaitan 
dengan kehalalan dan keharaman dalam mengkonsumsi produk pangan, yang 
dilihat dari segi kandungan, cara pengolahan, dan bahan-bahan yang digunakan. 
Selain itu, faktor luar harus diperhatikan terutama berkaitan dengan hasil akhir 
produksi, cara pengemasan, dan jangka waktu pangan. Perlindungan konsumen 
merupakan bagian dari hukum Islam dalam menciptakan suatu kemaslahatan bagi 
masyarakat terutama konsumen. Produk pangan yang aman merupakan pangan 
yang halalan thayyiba, yang memberikan manfaat dari segi keamanan, 
proporsional, dan sehat. Pangan yang dikonsumsi oleh konsumen harus 
memberikan kemaslahatan terhadap lima pokok tujuan hukum Islam dalam 
maqāsid al-sharī’ah pada tingkat daruriyyât. Tanggal kadaluwarasa pada produk 
pangan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga pencantumannya bersifat 
wajib (fard) sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha 
mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha memberikan perlindungan 
terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan melindungi 
akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. 

  

Kata kunci : konsumen, maqāsid al-sharī’ah, halalan thayyiba 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

̣ hậ’ H ح hạ (dengan titik di bawah)  

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

̣ Sậd S ص es (dengan titik di bawah) 

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط
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̣ zậ’ Z ظ zet (dengan titik dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بھنّ

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 

dengan h. 

ءكرامةالأولیا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t 

atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

  ـُ 

 یذھب

Dammah ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya’ mati 

 تنسى

ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصیل

ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 Dlammah + wawu mati ditulis Û 
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 ditulis Usụ̂l أصول

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya’ mati 

 الزھیلي

ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القیاس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 
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̣ Ditulis Żawî al-furûd  ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أھلالسنة
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MOTTO 

 

“TETAP LURUS, TUJUAN AWAL” 

 

“BAPAKKU ADALAH KEKUATANKU, IBUKU ADALAH HATIKU, DAN 

ADIKKU ADALAH KEBERANIANKU” 
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PERSEMBAHAN 

 

“Untuk Bapak ku Sumery Sattama dan  Ibu ku Suliyem, yang selalu 

hadir disetiap goresan tintaku. Menjadi bayang-bayang abadi yang 

selalu hadir memberikan  dukungan dan doa. Menjadi sumber energi 

dikala diri ini mulai lelah, menjadi sumur ide kala pikiran ini mulai 

kehabisan kata-kata. Terimakasih atas kata” SEMANGAT!”  yang tak 

pernah lelah kau bisikkan  melalui suara indahmu. 

 

“Untuk adik ku Lisca Dwi Febriana, yang selalu menyelinap masuk 

dalam pikiran dan memberikan dukungan untuk tetap melangkah 

maju agar tidak tertinggal  jauh dari barisan. Canda tawamu, suaramu 

yang keras, dan malumu saat berbicara menjadi kekuatan untuk tetap 

melanjutkan perjalanan yang ntah tak tau akan berujung dimana, 

denganmu aku akan tetap menjadi pemberani. Terimakasih do, atas 

tawamu setiap waktu. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم الله الر حمن الر حیم

 ألحمدالله رب العلمین. أشھدأن لا إلھ إلاالله وأشھد أن محمدارسول الله. أللھم صل وسلم على سید نا محمد

لى الھ وأصحا بھ أجمعین أما بعد:وع   

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kahadirat Allah SWT, karena 

telah melimpahkan hidayah, inayah, dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat 

merasakan nikmat ilmu dalam kehidupan dibumi ini.  

Atas keridhoan-Nya, peneliti menyusun skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga 

Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” 

dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun 

materiil sehingga peneliti dapat menghadapi berbagai permasalahan dengan baik 

dan lancar. 

Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Islam sebagai agama fitrah dan rahmatan lil ‘alamin memberikan solusi 

terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. 

Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan 

tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan 

akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas 

ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak (etika).1 Al-Qur’ân menegaskan 

bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur 

dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasi, dan dianjurkan.2  

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

dalam kegiatan bisnis, Al-Qur’ân menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, 

jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk 

meninggalkan. Seperti halnya Praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam 

bentuk penipuan poduk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak 

membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak

                                                           
1 Muhammad Djakfar, Agama, Etika,dan Ekonomi Wacana menuju Pembangunan 

Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 128. 
 
2 Ibid.,hlm.133. 
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memberikan informasi tentang barang dan/ atau jasa secara jujur dan transparan.3 

Ada kesulitan yang dihadapi dalam perkembangan hukum apabila tidak berprinsip 

pada hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan dalam 

menentukan suatu hukum terhadap suatu perkara, disepakatilah masḷahạh sebagai 

maqāsid al-sharī’ah. 

Pondasi Islam tersebut berakar pada tauhid, risalah, dan akhirat, tidak bisa 

mengadopsi  nilai-nilai jahiliyah. Selain memperhatikan nilai-nilai akhlak yang 

mulia, Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pelembagaan penegakan dan 

pelestarian nilai-nilai tersebut dengan memerintahkan setiap orang untuk 

melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Sesuai dengan firman Allah SWT  

الذین یتبعون الرسول النبى الأمى الذى یجدو نھ, مكتوبا عندھم فى التورىة والإنجیل یأمرھم با 

ت ویحرم علیھم الخبىث و یضع عنھم إصرھم والأغلل التى لمعر و ف وینھىھم عن المنكر ویحل لھم الطیب

  4أولىك ھم المفلحون. لافالذیب ءامنو ابھ . وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معھ, جكانت علیھم 

Hukum Islam yang bersifat universal dan mengandung unsur-unsur yang 

kuat dalam menghadapi perkembangan kemajuan perilaku masyarakat, 

membuktikan hukum Islam pemikiran yang tidak terbatas pada sistem hukum 

positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

perubahannya telah menetapkan arah pembangunan nasional bangsa Indonesia, 

baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Arah perkembangan keempat 

                                                           
3 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat, 

2011),hlm. 134. 
 
4 Departemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 

2006), Q.S. Al-A’raf (7): 157. 
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bidang kehidupan ini, saling berhubungan satu sama lain secara erat dan tidak 

terpisahkan dengan satu cita-cita untuk mengembangkan ekonomi khas 

kerakyatan. Posisi kunci bagi masa depan bangsa dan negara adalah 

pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan bidang hukum.5 Pada 

dasarnya perkembangan di bidang perekonomian memicu perkembangan di bidang 

perindustrian, sehingga memicu perdagangan nasional yang pesat. Selain itu, 

dengan perkembangan teknologi membuka perdagangan bebas yang menciptakan 

traksaksi barang atau jasa semakin luas. 

Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan 

pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki 

kepentingan.6 Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah 

untuk memperoleh kepuasan (utility),7 sedangkan dalam ekonomi Islam 

kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (masḷahạh).8 

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang 

dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku 

usaha menjadi tidak seimbang, sebab pelaku usaha memiliki kecenderungan 

                                                           
5 Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis ( Jakarta: Kencana PrenadaMedia 

Group, 2010), hlm.36. 
 
6 Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-2 (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.37. 
 
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT RajaGRafindo PerSada (Kerjasama UII dengan BI),2008), hlm.127.  
 
8 Nourouzzaman  Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagasnya dan Gagasannya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), hlm.67. 
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melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa  

mendapatkan sanksi hukum.9 

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak 

konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara 

kesejahteraan (welfare state), dimana negara dituntut untuk bertanggung jawab 

terhadap masalah ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. sehingga negara 

berkewajiban melakukan intervensi terhadap masalah ekonomi sosial yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, yang bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang sejahtera.10 Kemandirian suatu masyarakat dapat 

diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengurus dan membiayai urusan rumah 

tangga, salah satu cara yang dilakukan dengan mendirikan industri rumah tangga. 

Industri pangan di Indonesia semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan 

semakin meningkatnya usaha pangan yang berskala rumah tangga, yang 

membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan 

sesuai dnengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh 

konsumen.11 Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi 

setiap manusia, tidak kecuali produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah 

tangga pangan (IRTP). Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada 

                                                           
9 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2010), 

hlm.15. 
 
10 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 

di Indonesia (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.223. 
 
11 Panduan pengolahan pangan yang baik bagi industri rumah tangga, oleh Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan deputi bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 
direktorat surveilan dan penyuluhan keamanan pangan, 2002. 
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standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan dan minuman yang tidak 

memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan 

kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari perederan, dicabut izin edar dan 

disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.12 

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal 

dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung 

maupun pasar tradisional. Sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut 

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah 

dirugikan  karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditepatkan dalam 

perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Masa kadaluwarsa suatu 

produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, 

dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada 

konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal 

kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. 

Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen 

memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan 

penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen 

mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.13 

                                                           
12 pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 
13 Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 77. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi 

konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah 

dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut 

menjelaskan bahwa konsumen memilik hak untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab 

produk adalah pada pelaku usaha. Berkaitan dengan produk pangan yang 

diproduksi secara mandiri oleh industri rumah tangga, izin peredaran produk 

tersebut harus memenuhi peraturan pangan industri rumah tangga yang berlaku. 

Kebanyak produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang 

diperjualbelikan di pasar tradisional dan warung-warung kecil tidak 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa bahkan tidak memiliki izin edar. Hal tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena pada 

hakikatnya suatu industri rumah tangga harus memiliki izin usaha dengan adanya 

sertifikat usaha sehingga produknya masuk dalam daftar Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, serta Dinas Kesehatan. Selain itu, pada kemasan tidak 

mencantumkan label produk sehingga hal tersebut merugikan konsumen penikmat 

produk tersebut. 

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap 

konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. 

Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu pemerintahan 

berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” 
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masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan 

memperhatikan tingkat pembangunan negara, pertumbuhan industri dan teknologi, 

dan filosofi dan kebijakan pembangunan.14 Untuk mewujudkan tujuan 

perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan 

dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan 

iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen. 

Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat 

dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di 

dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.15 

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam 

mewujudkan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM). 

Selain tidak memuat mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk makanan 

dan minuman yang diproduksinya, pelaku usaha juga tidak memiliki sertifikat halal 

dari LPPOM MUI DIY pada produknya. Di Yogyakarta sendiri, banyak  ditemukan 

produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang tidak 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, sehingga banyak konsumen 

                                                           
14 Ibid.,hlm 23-24 
15 Ibid.,hlm 27 
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yang dirugikan apabila membeli produk pangan yang sudah lewat tanggal 

kadaluwarsa. Padahal label merupakan syarat utama pada sebuah produk, dengan 

adanya label konsumen secara cepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli 

atau mengkonsumsi produk pangan, dengan tidak adanya informasi yang jelas pada 

kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi.16 

Pada tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 industri pangan 

MD dan 193 industri pangan rumah tangga (IPRT), hasil pemeriksaan industri 

pangan MD memperlihatkan bahwa 17 sarana sudah melaksanakan cara produksi 

pangan yang baik, sedangkan 6 sarana dinilai mesih kurang, sehingga pemeriksaan 

yang dinilai kurang maka diberikan surat peringatanm untuk melakukan perbaikan. 

Pemeriksaan terhadap 282 industri pangan rumah tangga dimana 144 dinilai baik 

dan 138 dinilai kurang, penyebab kurangnya penilaian akan industri pangan rumha 

tangga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pada sarana industri rumah 

tangga.17 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menganalisis dalam 

skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK 

PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL 

KADALUWARSA TINJAUAN  HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. 

                                                           
16 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 15. 
 
17 Darmawan Febri Padmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan 
Makanan DIY ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2014, hlm. 56-57. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan diatas, maka pokok masalah 

yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah 

tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam? 

2. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah 

tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Positif? 

3. Bagaimana peran hukum Islam menyempurnakan peraturan perlindungan 

konsumen dalam  hukum positif? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri 

rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri 

rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum positif. 

3. Untuk mengetahui peran hukum Islam menyempurnakan peraturan 

perlindungan konsumen dalam hukum positif. 

Berdasarkan Rumusan Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian diatas, 

maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari 

segi teoritis maupun praktis; 
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1. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah 

pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang 

muamalat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan 

pelaku usaha dan konsumen. Bahwa perlindungan hukum bagi kosumen sangat 

diperlukan karena terkait dengan hak-hak konsumen.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang hukum Islam terutama tentang hak-hak konsumen dalam 

kegiatan jualbeli, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

memilih produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan mengerti akan kecurangan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran suatu produk. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai 

perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang di produksi oleh industri 

rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara normatif dan 

yuridis. Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian 

berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Islam maupun hukum positif 

yang berupa jurnal maupun skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut. 

Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Santoso yang berjudul “ Perlindungan 

Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-

Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penulis 
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menganalisis mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan 

dan minuman menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta 

dampak apabila tidak ada perlindungan konsumen terhadap makanan dan 

minuman. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberian sanksi sebagai akibat 

hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, menurut 

MUI bentuk perlindungan konsumen mengeluarkan fatwa tentang pedoman 

produk halal dengan penekanan pada produk-produk yang terkandung pada produk 

makanan dan diberlakukannya sanksi perdata, pidana, dan administratif.18 

Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Produsen Makanan ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko 

Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten “. Penulis menganalisis 

tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh 

Karangnongko dan pandangan hukum Islam mengenai tanggungjawab produsen 

makanan ringan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur mengenai 

tanggungjawab produsen kepada konsumen, sehingga produsen harus mematuhi 

aturan tersebut, serta dalam Islam tanggungjawab produsen terletak pada sifat 

makanan tersebut harus membawa kemaslahatan bagi konsumen.19 

Skripsi yang ditulis oleh Darmawan Febri Padmono yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan 

                                                           
18 Irsyad Santoso, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 

Menurut MUI dan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” 
Skripsi tidak dipublikasikan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 

19 Nurhayati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produsen Makanan ringan Kepada 
Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten “, Skripsi, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
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Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah 

Istimewa Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen”.  Penulis menganalisis peranan Balai Besar 

Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan 

penjaminan atas mutu makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen serta kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan 

Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus produk kosmetik 

import.20 

Skripsi yang ditulis oleh Alim Sudarsono yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelakasanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan 

di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”. Penulis menganalisis 

mengenai perlindungan hukum Islam terhadap konsumen berkaitan dnegan hak-

hak dan kewajiban konsumen dan penjual. Konsumen memiliki hak khiyar dengan 

memiliki pilihan mengenai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemilik warung. 

Penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan 

teknik observasi dan wawancara. Fokus penelitian ada pada praktik jual beli 

makanan di tempat wisata pemandian air hangat Pacitan.21 

                                                           
20 Darmawan Febri Padmono , “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan 
Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 
2014. 

 
21 Alim sudarsono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadp Pelaksanaan Perlindungan Kosumen 

dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, Skripsi, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2010. 
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Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Hak atas Informasi dan Keamanan dalam Mengkonsumsi Makanan yang 

Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta”. 

Penulis menganalisi perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan 

dalam mengkonsumsu makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rhodamin 

B sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Konsumen 

Yogyakarta dalam melindungi konsumen adalah dengan melakukan penyuluhan, 

mengadakan fasilitas pengaduan konsumen, melakukan pengawasan terhadap 

pedagang asongan, memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan 

kecurangan.22 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya adalah 

penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan konsumen terhadap produk 

pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang tidak mencantumkan 

tanggal kadaluwarsa pada kemasannya berdasarkan tinjauan hukum Islam dan 

hukum positif. 

E. Kerangka Teoritik 

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama 

dengan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan trasenden. Hukum Islam 

                                                           
22 Siti Fatimah,” Perlindungan Hukum Hak atas Informasi dan Keamanan dalam 

Mengkonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota 
Yogyakarta”,Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2015. 
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berkaitan dengan kultur, peradaban, dan realitas sosial dalam kegiatan jualbeli 

antara masyarakat. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam 

berbagai masyarakat muslim. Hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma meliputi 

norma dasar (al-qiyam al-asasiyyah), asas-asas umum (al-usul al-kuliyyah), dan 

peraturan-peraturan konkret (al-ahkam al-fara’iyyah). Peraturan-peraturan hukum 

konkret (al-ahkam al-fara’iyyah) merupakan hasil ijtihad dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hukum saat ini. Asas hukum Islam dalam perubahan peraturan hukum 

yaitu adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, peraturan tersebut telah 

menyangkut substansi ibadah, dan perubahan baru tertampung oleh nilai-nilai dan 

asas-asas syariah lainnya.23 Sehingga dapat mencapai maqāsid al-sharī’ah yang 

bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan terhadap konsumen muslim. 

Kajian hukum Islam mengandung dua bidang pokok, yaitu: kajian tentang 

perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat 

Islam dalam kehidupan beragama atau disebut fiqh, dan kajian tentang ketentuan 

serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan 

disebut ushul al-fiqh.24 

Ulama ushul al-fiqh membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu 

hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum taklifi adalah hukum syar’i yang 

mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan dan pilihan antara 

                                                           
23 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 5. 
 
24 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 27. 
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dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Hukum yang mengandung tuntutan 

terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Tuntutan untuk dikerjakan 

1. Pasti untuk dikerjakan (wajib) 

2. Anjuran untuk dikerjakan (sunnah) 

b. Tuntutan untuk ditinggalkan 

1. Pasti untuk ditinggalkan (haram) 

2. Anjuran untuk ditinggalkan (makruh) 

Hukum taklifi ada lima macam, yaitu: wajib, haram, sunnah, makruh, dan 

mubah. Wajib merupakan tuntutan pasti untuk dikerjakan, bika tidak diancam 

dengan dosa, namun bila dikerjakan mendapat ganjaran pahala. Sunnah adalah 

anjuran untuk dikerjakan, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan bila 

dikerjakan mendapatkan pahala. Haram adalah tuntutan pasti untuk meninggalkan 

suatu perbuatan, apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan 

mendapatkan pahala. Makruh adalah anjuran untuk meninggalkan, apabila 

dilakukan tidak mendapat dosa, namun bila ditinggalkan mendapat pahala. Mubah 

adalah kebebasan kepada mukallaf untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum 

wadh’i adalah hukum yang tidak berbicara tentang sanksi atau konsekuensi hukum, 

melainkan implikasi atau akibat hukum. Pada bagian ini tidak ada dimensi pahala 

atau dosa melainkan implikasi pada sah atau tidak sah suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh mukallaf. 
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Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat masyarakat yang 

pada umumnya merupakan konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam 

pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia konsumen muslim 

dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk 

yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah 

Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI), yang mengawasi produk yang beredar dimasyarakat dengan cara 

memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal 

tersebut dapat memberi label halal pada produknya, sehingga aman untuk 

dikonsumsi oleh konsumen muslim. Konsumen  tidak harus terikat dalam 

hubungan jualbeli, karena dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan 

pembeli. Subjek yang disebut  konsumen sebagai orang pemakai barang dan jasa. 

Konsumen rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak kecurangan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum 

terhadap konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan hukum Positif Indonesia 

meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2004 tengang Jaminan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta keputusan-

keputusan lainnya. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha yaitu mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa pada 

kemasan produk pangan. Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa produk pangan wajib 
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mencantumkan keterangan tanggal kadaluwarsa yang meliputi, tanggal, bulan, dan 

tahun kadaluwarsa. Pelaku usaha yang banyak melakukan pelanggaran terkait 

dengan pasal 8 huruf g adalah pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP). 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian 

tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (literature research)  

yaitu dengan menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. 

Dengan mengadakan suatu survei terhadap data yang telah ada, kemudian penulis 

menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang 

berkepentingan dan mencari metode-metode serta teknik penelitian.25 Serta 

menggunakan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan melakukan 

penelitian dalam lingkup masyarakat dengan Objek dalam penelitian ini adalah 

perlindungan konsumen terhadap produk pangan  tanpa tanggal kadaluwarsa. 

Sehingga yang menjadi sumber primer adalah perlindungan konsumen dan sumber 

skunder adalah produk pangan tanpa tanggal kadaluwarsa. 

                                                           
25 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke- 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm.63. 
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a. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dalam meneliti suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah 

yang ada dalam masyarakat.26 Selanjutnya dianalisis mengenai perlindungan 

konsumen dalam masyarakat terhadap produk pangan tanpa tanggal kadaluarsa 

dalam hukum Islam. 

b. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep 

perlindungan konsumen dari segi hukum Islam dengan hukum positif 

c. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian.27 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                           
26 Ibid.,hlm. 64. 
 
27 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke- 7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 174. 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).28 dimana dengan melakuan wawancara dengan 

pihak yang terlibat dalam permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu 

konsumen, pelaku usaha, dan badan terkait. Dalam pengumpulan data 

dilapangan, penulis melakukan wawancara dengan 20 pelaku usaha industri 

rumah tangga, 20 konsumen, dan 3 lembaga (LPPOM-MUI, BPOM 

Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta). 

2) Dokumentasi 

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis 

menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait 

dengan permasalahan yang dikaji. Data diambil dari jurnal, buku, dan berita 

dimedia elektronik. 

3) Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara 

sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi yang disusun secara 

sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini.29 

                                                           
 
28 Ibid., 193. 
29 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, 

Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),hlm.183. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka 

sistematika peyusunan disesuaikan dengan tata caara urutan permasalahan yang 

ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari sembilan sub bab yang meliputi latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang dimana merupakan 

dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang 

lain. 

Bab II, penyusun menjelaskan secara teoris mengenai perlindungan 

konsumen berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif yang terdiri dari 

perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam, konsep halal dan haram dalam 

hukum Islam, kemaslahatan ekonomi berdasarkan maqāsid al-sharī’ah, 

perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif, dan hubungan hukum Islam 

dengan hukum Positif. 

Bab III, membahas tentang gambaran umum objek penelitian mengenai  

produk pangan industri rumah tangga dan bentuk perlindungan pemerintah 

terhadap produk pangan industri rumah tangga, meliputi pangan industri rumah 

tangga, penentuan pancantuman label kadaluwarsa, dan perlindungan pemerintah 

terhadap produk pangan industri rumah tangga. 
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Bab IV, menjelaskan mengenai analisis perlindungan konsumen terhadap 

produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan 

hukum Islam dan hukum positif, serta peran hukum Islam dalam menyempurnakan 

peraturan hukum positif. 

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat kesimpulan 

dan saran dari hasil analisis penelitian yang dilakukan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Makanan yang mengandung makna halalan thayyiban diperbolehkan oleh 

Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang 

baik, terutama makanan tersebut sehat, proporsional, dan aman. Tanggal 

kadaluwarasa pada produk pangan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga 

pencantumannya bersifat wajib (fard) sebab menyangkut kepastian hukum. 

Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha 

memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk 

pangan dan melindungi akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan 

dikonsumsi. Pada prinsipnya aturan hukum Islam didedikasikan untuk 

mewujudkan tujuan (maqashid) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (al-

Hakim) yaitu menciptakan  kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia, serta 

terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga 

tercapainya suatu kemaslahatan. 

Perlidungan konsumen berdasarkan hukum positif merupakan suatu 

penjaminan kepastian hukum kepada konsumen ditengah maraknya pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan hak-hak konsumen.
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Pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan suatu keterbukaan informasi 

mengenai suatu produk pangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen 

mengenai pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa, dimana pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi beruapa 

pencabutan izin, penarikan produk, dan pemusnahan produk. Tanggal kadaluwarsa 

merupakan bagian dari informasi yang wajib dicantumkan dalam suatu produk 

pangan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai keamanan, mutu, dan 

gizi pangan untuk memberikan jaminan kemanan terhadap produk pangan, industri 

rumah tangga pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluwaesa pada kemasan 

produk pangan dengan memberikan keterangan tanggal, bulan, dan taun 

kadaluwarsa sesuai dengan produksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam 

melakukan proses produksi dilarang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 

pada produk pangan. Tanggal kadaluwarsa merupakan jaminan terhadap produk 

pangan yang diperdagangkan dan memberikan informasi yang jelas, benar, dan 

jujur mengani kondisi produk pangan.  

Elemen masyarakat yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hukum 

kepada konsumen yang utama adalah pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang 

mengetahui kapan suatu produk pangan aman dan sehat untuk dikonsumsi. 

Kemudian konsumen, dimana konsumen memiliki kewajiban dalam menciptakan 

perlindungan bagi dirinya sendiri dengan mengikuti petunjuk, membaca informasi 

yang tertera pada kemasanmenganai petunjuk penggunaan. Selanjutnya adalah 

lemabaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah. Pemerintah memiliki 
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kewajiban melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga 

yang beredar dimasyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha 

industri rumah tangga pangan yang melakukan kecurangan mengenai pencantuman 

tanggal kadaluwarsa pada produk pangan. Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha 

industri rumah tangga pangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan 

adalah dengen menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan 

menarik produk pangan yang beredar dimasyarakat. 

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengutamakan perlindungan 

jiwa terhadap konsumen dengan memperhatikan hak-hak setiap konsumen sebagai 

manusia. konsumen di dalam Islam diberikan keistimewaan dalam memilih produk 

pangan, dimana produk pangan haruslah halal dan baik (thayyib) bagi tubuh. 

Berjalannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen di Indonesia sejalan dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan 

hukum Islam. 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen 

terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa ditinjau 

dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu: 

1. Hukum Islam sebagai hukum Tuhan yang memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang berkembang dimasyarakat, dibutuhkan suatu 

penjelasan yang lebih rinci mengenai peraturan mengenai sesuatu yang 

membawa mashlahah dan membawa mafsadah. 
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2. Hukum Islam dapat menjadi pegangan dalam menentukan peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga permasalahan yang 

belum ada nashnya dikembalikan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

3. Dalam memahami ketentuan Islam, manusia selalu mengalami 

keterbatasan dalam menentukan suatu yang halalan thayyiban, sehingga 

diperlukan suatu pemahaman mengenai hukum Islam terutama dalam 

perkara perniagaan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat 

manusia.
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